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ABSTRAK

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni
yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan
bertentangan dengan Undang-Undang. Desersi merupakan perbuatan
anggota Tentara Nasional Indonesia yang meninggalkan dinas tanpa izin
terhadap atasannya. Perkara desersi diproses melalui sistem peradilan
yang bersifat khusus yaitu peradilan militer. Pertimbangan hakim nantinya
akan menentukan berat ringannya putusan terhadap anggota Tentara
Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta
dianalisis secara kualitatif.

Hakim dalam menerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara
Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi harus
berdasarkan dakwaan Oditur dengan mengacu pada Pasal 87 sampai
dengan Pasal 89 KUHPM tentang tindak pidana desersi dan semua bukti
yang terkumpul dalam persidangan. Penerapan sanksi pidana terhadap
anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana
desersi menerapkan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta di persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum
tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan khusus tindak
pidana militer desersi dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024
diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 88 Ayat (1)
ke-1 juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (3)
juncto Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Penerapan
sanksi hukum terhadap prajurit adalah pidana pokok : penjara selama 10
(sepuluh) bulan serta pidana tambahan : dipecat dari dinas
militerpertimbangan hukum hakim menjatuhan pidana tambahan
pemecatan dari dinas militer dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-
02/AD/IV/2024 adalah perbuatan terdakwa mencerminkan sifat terdakwa
yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan hukum yang berlaku,
dengan tidak lagi meperdulikan kepentingan dan nama baik kesatuannya
serta terdakwa dinilai telah berulangkali melakukan tidak hadir tanpa izin
(THTI) dan Desersi. Berdasarkan kesimpulan maka disarankan perlu
adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan revisi tersebut tidak hanya mengatur soal
proses penyatuan atap peradilan militer dari Kementerian Pertahanan
kepada Mahkamah Agung, namun juga menyatakan bahwa prajurit TNI
tidak lagi mutlak tunduk pada kekuasaan peradilan militer.
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